GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR. ; g TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN JASA LABORATORIUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) PENGUJIAN/LABORATORIUM DINAS BINA MARGA

Menimbang

a.

PROPINSI LAMPUNG
GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang MNomeor 22 Tahun 1999,
dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan prasarana fisik dan agar
mutu pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan,
terdapat pihak ketiga yang menggunakan jasa, Unit Laboratorium Kantor
Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Lampung untuk
melakukan penelitian dan penguiian/pengetesan terhadap pekerjiaan
dimaksud;

bahwa dengan dilikuidasinya Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan
Umum menjadi perangkat Daerah yaitu menjadi Dinas Bina Marga, maka
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Dinas, dengan
Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001 dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian,/Laboratorium;

bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat
dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999, Daerah diberi kewenangan untuk menggali
sumber-sumber pendapatan Daerah melalui pelaksanaan pemungutan
retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan/usaha yang disediakan
atau diberikan Pemerintah Daerah khususnya oleh Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) Pengujian/Laboratorium Dinas Bina Marga Propinsi
Lampung kepada orang atau badan hukum yang memanfaatkan dan
atau memperoleh pelayanan jasa dimaksud;

. bahwa atas pemberian jasa pelayanan oleh UPTD dimaksud pada butir ¢,

berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :564/Kpts/1986
kepada pengguna jasa Laboratorium dikenakan pungutan;

bahwa sehubungan dengan butir b, ¢, dan d tersebut diatas, dan untuk
pedoman bagi UPTD pengujian/laboratorium dalam pelaksanaan kegiatan
pengujian maka sambil menunggu diatur dan ditetapkannya pungutan
retribusi tersebut dengan Peraturan Daerah, dipandang perlu mengatur
dan menetapkan pungutan retribusi dimaksud dengan Keputusan
Gubernur Lampung.



Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Juncto Undang-undang Nomer 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997;

3. Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah MNomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dai
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun
1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis
Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung juncto Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung MNomor 7 Tahun 1989
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1
Lampung Nomor 7 Tahun 1979.

8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

: 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor @ 546/Kpts/1986 tentang

Pedoman Tatacara Penggunaan Unit Laboratorium di Lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem
dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Peneriman lain-lain;

4. Keputusan Gubemur Lampung MNomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) pada Dinas-dinas Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN
JASA LABORATORIUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGUIIAN/LABORATORIUM DINAS BINA MARGA PROPINSI LAMPUNG.



(1)

(2)

BAB Y
INSENTIF

Pasal 9

Dalam rangka intensifikasi dan peningkatan pendapatan Daerah dari
pungutan Daerah yang dilaksanakan oleh UPTD, kepada instansi
pengelola dan pembantu pengelola diberikan insentif.

Besarnya insentif dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nemor 9 Tahun 1979 juncto
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun
1989 tentang Pemberian dan penggunaan Insentif atas jenis-jenis
pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yaitu sebesar
5 9% (lima persen) dari seluruh hasil penerimaan yang telah disetorkan
pada Kas Daerah.

(2) Tata cara permintaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pasal ini, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas
dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

DIUNDANGKAN DATAM LEMBARAN DA RAH PROP.TAMPUNG Ditetapkan di Telukbetung
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GUBERNUR LAMPUNG,
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dto Drs. OEMARSONQ
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